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Prakata 

 

Buku yang penulis beri judul  “Menuju Pembangunan Mari-

tim Berkeadilan”  merupakan karya penulis yang sebagian 

besar tulisannya bersumber dari artikel opini di media massa 

koran nasional dan online. Media massa koran dan onlinenya 

adalah Koran Sindo, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, 

Investor Daily, Sinar Harapan, Kolom Detik news.com, dan 

Qureta.com. Buku ini terdiri dari tujuh bagian yaitu; (1)  dina-

mika politik pembangunan maritim; (ii) fenomena peram-

pasan laut; (iii) dinamika pembangunan kelautan; (iv) para-

digma alternatif pembangunan; (v) transportasi perairan (vi) 

pariwisata bahari, dan; (vii) ekonomi politik kepulauan. 

Buku ini memang tidak luput dari ketidaksempurnaan. 

Penulis menyadarinya karena hal itu terkait dengan keter-

batasan keilmuan penulis. Namun demikian, penulis berharap 

kehadiran buku ini mampu memberikan sumbangan khaza-

nah pemikiran baru yang  mencerahkan dalam pembangunan 

kelautan, perikanan dan kemaritiman Indonesia. Semoga ke-

hadiran buku ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan 

baru yang mencerahkan bagi pembaca yang budiman. Penulis 

mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari pembaca 

yang sifatnya membangun sehingga menjadi dasar bagi penu-

lis untuk menyempurnakannya bagi penerbitan berikutnya. 

 

Bogor,  Agustus 2021 

 

 

MUHAMAD KARIM 
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Prawacana 

 

Pembangunan kelautan di Indonesia telah berlangsung nyaris 

enam dekade. Sepanjang perjalanannya aneka ketidakadilan 

sosial menyeruak. Korbannya acapkali masyarakat pesisir 

(nelayan), komunitas adat dan perempuan pesisir. Memang 

mereka komunitas rentan. Pasalnya, kehidupan sosial eko-

minya bergantung sumber daya kelautan khususnya perikan-

an. Bila sumber daya perikanan terkuras tanpa kendali, oto-

matis mereka bakal mengalami kemiskinan struktural dan 

marginalisasi. Pendek kata pembangunan kelautan yang 

eksploitatif dan mengabaikan ekologi bakal mengorbankan 

mereka. Imbasnya, kesejahteraan bakal jauh panggang dari 

api kehidupannya. Sebaliknya, mereka mengalami keterpu-

rukan sosial ekomi yang berkelindan dengan degradasi 

sumber daya dan kerusakan ekologi. Dari sinilah asal mula 

ketidakadilan sosial dan ekologi. 

Kelembagaan pembangunan kemaritiman Indonesia 

mendapatkan legitimasi politik semenjak awal reformasi. Era 

pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 

membentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan 

(DELP) tahun 1999. Lalu mengalami perubahan menjadi 

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan akhirnya 

menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  

Tahun 2014, kemaritiman dan kelautan menjadi visi 

pemerintah Indonesia lewat kebijakan Poros Maritim Dunia 

(PMD). Pemerintahan Presiden Jokowi serius memajukan 

kemaritiman dan kelautan. Pemerintahan Jokowi periode 
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pertama sampai membentuk Kementerian Koordinator 

Kemaritiman dan Investasi. Kementerian ini mengkoordinasi-

kan: KKP, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian 

Pariwisata dan Industri Kreatif. Sayang dalam periode kedua-

nya 2019-2024 visi poros maritim dunia terkesan mati suri.  

Memang, sebelumnya Indonesia juga telah membentuk 

Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang diketuai langsung Pre-

siden Republik Indonesia (RI). Keberadaan institusi-institusi 

tersebut semestinya pembangunan kemaritiman dan kelautan 

Indonesia kian mengalami kemajuan. Supaya berkontribusi 

terhadap kemajuan perekonomian nasional, mengatasi kesen-

jangan dan kemiskinan serta menghindari eksploitasi dan 

ketidakadilan.  

Selama periode 2014-2019 telah lahir berbagi kebija-

kan yang menarik perhatian dunia terhadap Indonesia. Sepan-

jang 2014-2019, Indonesia merupakan salah satu negara di 

dunia yang masif memberantas kejahatan perikanan (Illegal, 

unreported and unregulated Fishing/IUUF). Aktivitas ini 

diakui berbagai negara dan lembaga internasional yang 

bernaung di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 

sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan sumber daya 

alam dan ekosistem laut. Makanya, ada beberapa negara 

hendak belajar dari Indonesia dalam memberantas kejahatan 

perikanan. Meskipun demikian, capaian kemajuan pemba-

ngunan kemaritiman dan kelautan kerapkali menimbulkan 

ketidakadilan. Ketidakadilan sosial ekonomi dan ekologi 

dalam pembangunan kelautan telah diuraikan secara kompre-

hensif lewat riset terbaru yang dipublikasikan Jurnal Marine 

Policy (Bennet, et al., 2021). Riset ini bersumber dari pustaka 

jurnal dan referensi relevan lainnya yang berhasil dikumpul-

kan. Namun hasilnya mampu mengungkapkan secara gam-
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blang ketidakadilan sosial dan ekologi dalam pembangunan 

kelautan. Praksis pembanguan kelautan di dunia ini muncul 

dalam aneka ragam terma. Mulai dari ekonomi biru (blue 

economy), pertumbuhan biru (blue growth), hingga ekonomi 

kelautan (ocean economy). Mencermati hal itu, Bennet, et al., 

(2021) dan tim dari Institute for the Ocean and Fisheries, 

University of British Columbia melacak dan mereview ragam 

pustaka menggunakan media Web of Science dan Google 

Scholar. Dalam pencarian mereka meng-gunakan frasa: (a) 

keadilan sosial (social justice), keadilan lingkungan (environ-

mental justice), kesetaraan sosial (social equity) dan dampak 

sosial (social impact); (b) Dikombinasikan dengan lautan 

(ocean), laut (marine), pantai (coast); dan, (c) pertumbuhan 

biru (blue growth), ekonomi biru (blue economy), pemba-

ngunan kelautan (ocean development) atau aneka sektor 

ekonomi kelautan lainnya. Di antaranya: perikanan (fisheries), 

akuakultur (aquaculture), budidaya laut (marine culture), 

pariwisata (tourism), pertambangan (mining), minyak (oil), 

energi terbarukan (renewable energy), desalinasi (desali-

nation), karbon biru (blue carbon), pembangunan pelabuhan 

(port development), dan pangapalan (shipping). Mereka suk-

ses mendapatkan 312 pustaka dan menemukan 10 potensi 

sumber ketidakadilan sosial dan lingkungan dalam pemba-

ngunan kelautan.  

Temuan ini penting untuk mengkonstruksi dan me-

ngontekstualisasikan dengan fenonema ketidakadilan sosial 

ekonomi dan ekologi dalam pembangunan kelautan di Indo-

nesia. Pertama, perampasan, perpindahan alokasi serta pe-

rampasan sumber daya kelautan. Fakta empirisnya, yakni 

kasus penyerobotan lahan warga Pulau Pari, perampasan 

ruang hidup nelayan Teluk Jakarta dan Teluk Benoa Bali 

akibat reklamasi. 



xii |        Menuju Pembangunan Maritim Berkeadilan 

Kedua, pencemaran dan buangan limbah yang mem-

produksi ketidakadilan lingkungan/ekologi. Munculnya, pen-

cemaran minyak di Teluk Balikpapan (2018) dan pesisir 

Karawang (2019), hingga buangan limbah industri dan rumah 

tangga nyaris berlangsung di seluruh wilayah pesisir 

Indonesia. Buangan limbah mengandung logam berat mer-

kuri (Mg) dan timbal (Pb) di perairan memicu kematian 

massal ikan di wilayah pesisir seperti Teluk Jakarta. Bukan-

kah korbannya masyarakat pesisir dan ekologi itu sendiri? 

Ketiga, degradasi lingkungan dan menipisnya penye-

diaan jasa ekosistem. Dampaknya ialah berkurangnya suplai 

jasa ekosistem berupa pangan, air, kayu, perlindungan banjir, 

pengendalian erosi, mitigasi tsunami, penyediaan benih, ka-

wasan suaka margasatwa, terganggunya siklus nutrien mau-

pun produksi primer perairan hingga menggerus warisan 

budaya, nilai-nilai rekreasi hingga pendidikan. Ragam peri-

laku destruktif yang disebabkan manusia (antroposentris) 

ialah deforestasi mangrove, dan pengambilan karang ilegal, 

pengerukan pasir laut buat reklamasi hingga eksploitasi benih 

lobster.  

Keempat, berdampak terhadap mata pencaharian ne-

layan skala kecil. Megaproyek reklamasi Teluk Jakarta dan 

Benoa, penguasaan pulau kecil oleh asing buat wisata bahari 

acapkali menutup akses sumber daya bagi nelayan skala kecil. 

Fenomena ini berimbas pada kemerosotan mata pencaharian-

nya. Mereka kian sulit menangkap ikan akibat wilayah tang-

kapannya tambah jauh sementara ukuran perahu/kapalnya 

tidak lebih dari 5 GT. Begitu pula, rencana pemerintah Indo-

nesia hendak menerapkan sistem kuota di Wilayah Pengelo-

laan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Renca-

na ini berpotensi meminggirkan sumber mata pencaharian 

nelayan skala kecil (tradisional) yang memicu ketidakadilan.  
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Kelima, hilangnya akses terhadap sumber daya kelaut-

an buat menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan. 

Fenomena ini bakal terjadi karena (i) merusak akses formal 

dan hak pemanenan sumber daya bagi masyarakat lokal dan 

adat, 2) tingginya persaingan dan perebutan ruang/wilayah 

serta sumber daya kelautan, dan 3) adanya pengaruh dan 

penghambat masyarakat mengakses sumber daya yang dikon-

truksi lewat mekanisme spasial, fisik, kelembagaan, peratur-

an, keuangan, kapasitas, dan sosial. Salah satu contohnya, 

terbitnya PermenKP No. 59/2020 yang membolehkan alat 

tangkap merusak (trawl dan cantrang) kembali beroperasi. 

Bukankah ini memicu perebutan wilayah tangkap, dan konflik 

antar nelayan?  

Keenam, distribusi manfaat ekonomi yang tidak me-

rata. Distribusi manfaat ekonomi akibat pemanenan sumber 

daya dan pembangunan berbasis kelautan ternyata mempro-

duksi ketidakadilan global. Nyatanya 47 persen paten sumber 

daya genetik kelautan dikuasai satu perusahaan dan 98 per-

sen pelakunya hanya 10 negara (Blasiak, et al., 2018). Miris-

nya lagi, negara-negara kaya di dunia ini mendominasi pe-

nangkapan ikan global di laut lepas hingga 98 persen dan 

perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) milik negara ber-

penghasilan rendah sampai mencapai 78 persen (McCauley, 

2018).  

Ketujuh, berdampak secara sosial dan budaya. Pe-

ngembangan wisata bahari pulau-pulau kecil di Indonesia 

memproduksi ketidakadilan sosial bagi masyarakat adat/ 

lokal yang ditandai hilangnya akses terhadap sumber daya, 

adanya perpindahan penduduk, kehilangan agensi, dan re-

dupnya kohesi sosial masyarakat (Hampton dan Julia 2015).  

Kedelapan, marginalisasi perempuan. Dalam proses 

perencanaan dan pengembangan wisata bahari di Indonesia 
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ternyata partisipasi perempuan acapkali dikesampingkan 

(Ismail 2015). Akibatnya, dalam proses konsultasi, pengam-

bilan keputusan hingga pemetaannya posisi mereka rentan 

alami risiko kehilangan akses sumber daya andalan buat me-

nopang kehidupannya (Josse, et al., 2019). Padahal pemanfa-

atan dan akses terhadap sumber daya kelautan amat mem-

pertimbangkan kesetaraan gender yang dikonstruksi lewat 

akses permodalan, aset, maupun pengetahuan (Hapke, 2017).  

Kesembilan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan 

masyarakat lokal. Kasus kematian dan perbudakan anak buah 

kapal (ABK) kapal ikan asing asal Indonesia bekerja di kapal 

China, Taiwan, Korean Selatan hingga Selandia Baru adalah 

faktanya. Mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi. 

Bekerja tanpa jaminan keselamatan kerja, beban kerja berle-

bihan, upah tidak dibayar, penganiayaan fisik, pengurungan 

hingga pembunuhan. Bukankah ini bentuk perbudakan 

modern dan melanggar HAM (Simmon, et al., 2014).  

Kesepuluh, mengabaikan partisipasi pemangku kepen-

tingan utama dalam pengambilan keputusan dan tata kelola 

kelautan dan perikanan. Penyebabnya, prosesnya kurang 

transparan, dan lemahnya penyebaran informasi sehingga 

berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Contohnya, 

tatkala menyusun rencana tata ruang laut di berbagai daerah 

acapkali pemangku kepentingan utama seperti nelayan, ma-

syarakat adat/lokal dan perempuan pesisir diabaikan.  

Sepuluh ketidakadilan sosial dan ekologi dalam pem-

bangunan kelautan ini juga dirasakan di seluruh dunia dan 

juga Indonesia. Meski di Indonesia selama era pemerintahan 

reformasi hingga kini ekonomi politik kelautan mengalami 

perkembangan pesat. Negara-negara yang berbasis kelautan 

di dunia dan juga Indonesia telah menyadari pentingnya 
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peran laut sebagai ekosistem yang menjaga keseimbangan 

iklim bumi.  

Perairan laut yang melingkupi 70 persen permukaan 

bumi dengan segala kandungan sumber daya di dalamnya 

ternyata berperan dalam perubahan iklim. Laut dianggap 

mampu menyerap karbon yang terlepas ke atmosfir. Maka-

nya, forum-forum internasional kerap memasukan kelautan 

sebagai agenda penting yang mesti diperhatikan komunitas 

internasional. Di antaranya, pertama, forum komferensi 

tingkat tinggi perubahan iklim yang berlangsung setiap dua 

tahun sekali. Kedua, forum PBB tentang Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Ketiga, 

World Ocean Development (WOD) yang juga diselenggarakan 

PBB.  

Di masa datang, supaya pembangunan kemaritiman dan 

kelautan berkeadilan, membutuhkan peran negara sebagai 

instruktur dalam mengendalikan mekanisme pasar dan me-

ngatur ekonomi mendasar. Bukan sebaliknya, pasar menjadi 

instruktur negara dan mengorbankan rakyat kecil, khususnya 

nelayan tradisional dan pelaku industri ikan rumahan. Diper-

lukan pendekatan yang mereposisi negara dan merevitalisasi 

pembangunan kemaritman dan kelautan sesuai amanat Pasal 

33 UUD 1945. 

 

 

 

 

 

 

 


